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TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DARI
KECAMATAN RANCAEKEK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

: a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan seleksi wawancara susulan terhadap
salah seorang calon anggota PPK dari Kecamatan Rancaekek An. Sdr. Uus
Rusyad Abdul Majid, SH yang tidak dapat hadir pada saat seleksi
wawancara calon anggota PPK se Kabupaten Bandung dikarenakan
nrengalami gangguan kesehatan, perlu dilakukan pengangkatan sebagai

anggota PPK kepada calon dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan
Rancaekek dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.

: 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 725, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4$aa);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SBa);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52aQ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4865);

Mengingat
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5.

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat lenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor :

O2lKpts/KPU-Prov-01 1/VII|20L2 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor
l2lKpts/KPU-Kab.0 I 1.329047 12012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
tanggal 13 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN:

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SUSULAN
DARI KECAMATAN MNCAEKEK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNURJAWA BARATTAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

Mengangkat Sdr, Uus Rusyad Abdul Majid, SH sebagai anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Rancaekek dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung;

7.

Memperhatikan : 1.

Menetapkan

2.

KESATU
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Anggota panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyaitugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

a. Membantu KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Bandung dalam

melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar

pemilih tetaP;
b. Membantu KPU Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten

Bandung;
e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

kerjanya;
f. Ue-lat<ukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagamana dimaksud pada huruf f;

[. Menferahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f
kepada seluruh Peserta Pemilu;

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi psefta Pemilu,

Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Bandung;
j, Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Panwaslu Kecamatan;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah

kerjanya;
L Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan

wewenang PPK kePada masYarakat;

m. Melaksanikan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Bandung sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; dan

n. Melaksanakan tugas, wewenangr dan kewajiban lain sesuai ketentuan

peraturan perundang-undang.

Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam

Diktum fESRfU, terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Maret

2013,

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini,

bersumber pada'Anggaran Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Barat Tahun 2013.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal l) Agustus 2012

KETUA
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